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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab –Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik bawah)
خ Kha Kh ka dan ha
 د Dal D De
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ھ Ha H Ha
ء Hamzah ’ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (’).
xi
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fatḥah A A
 ِا Kasrah I I
 ُا ḍammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 ُۍ fatḥah dan yā’ Ai a dan i
 َْﻮԩ fatḥah dan wau Au i dan u
Contoh:
 َﻒْﯾَﻛ    : kaifa
ڶ َْﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 
Harakat 
dan Huruf
Nama
Huruf dan 
Tanda
Nama
 ی ...  | ا
…
fatḥah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di atas
ﻲ kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas
 َْﻮԩ ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas
Contoh :
 َتﺎَﻣ : māta
ﻰَﻣَر : ramā
 َﻞԩِْﻗ : qīla
 ُت ْﻮَُﻤﯾ : yamūtu
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
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adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpiah, maka 
tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh: 
 ِلَﺎﻔْطَْﻷا ُﺔَﺿْوَر : rauḍah al-atfāl
 َُﺔﻠِﺿَﺎﻔْﻟُاَﺔﻨْﯾِﺪَﻤَْﻟا   : al-madīnah al-fāḍilah
 ُﺔَﻤْﻜِْﺤَﻟا   : al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd ( ّ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah.
Contoh:
َﺎﻨﱠﺑَر : rabbanā
َﺎﻨْﯿ ﱠَﺠﻧ : najjainā
 ﱡﻖَﺤَْﻟا : al-ḥaqq
 َﻢ ﱢُﻌﻧ : nu’’ima
 ﱞوُﺪَﻋ :‘aduwwun
Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ِْﻰԩ), maka ditransliterasikan dengan huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
 ﱞِﻰﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) :
 ﱞﻰِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا (alif lam 
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis 
mendatar (-).
Contoh:
 ُﺲْﻤﱠﺸَﻟا :  al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 َُﺔﻟَﺰْﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzlah)
 ُدَِﻼﺒَْﻟا : al-bilādu 
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7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif.
Contoh:
 َنْوُﺮُْﻣَﺄﺗ : ta’murūna
 ٌءْﻲَﺷ : Syai’un
 ُتْﺮُِﻣأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُﻦْﯾِد dīnullāh    ِͿ ِﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: 
   ِﷲ ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓ ُْﻢھ   Hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
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berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān
Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Nasr al-Farābī
Al-Gazālī
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar  
referensi. Contoh:
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt.      = Subhanahu wa Ta’āla
saw.     = shallallāhu ‘alaihi wasallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijriyah
Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥāmid Abū)
xv
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS…/…:4  = QS al-Baqarah/2:4
HR = Hadis Riwayat
t.p.       = Tanpa penerbit
t.t.        = Tanpa tempat
t.th.      = Tanpa tahun
h.          = Halaman
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ABSTRAK
Nama : RAFLI SALDI
NIM : 10300112035
Judul : Analisis Korupsi Dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)
Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (extraordinary Crime) yang dari 
segi hukum positif sangat bertentangan begitu pula dengan Hukum Islam, meskipun 
di dalam Al-Qur’an tidak disinggung mengenai korupsi, namun para ulama telah 
memutuskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa yang 
dampaknya sangat besar terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui konsepsi korupsi menurut hukum Islam dan menjelaskan 
sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum Islam, serta mengungkapkan dampak 
yang ditimbulkan korupsi menurut hukum Islam.
Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan penelitian berupa Library 
Research (Penelitian Pustaka), dengan menggunakan pendekatan normative (hukum 
Islam). Adapun sumber data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, 
menganalisis, dengan menggunakan analisis isi terhadap literature yang 
representative dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian 
mengulas dan menyimpulkan, dan pendekatan yuridis yaitu suatu cara atau metode 
yang digunakan berdasarkan peraturan – peraturan yang berlaku yang memiliki 
korelasi dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi didalam hukum Islam 
sebagian besar ulama mempersamakan dengan Al- Ghulul yaitu mengambil sesuatu 
dari harta rampasan perang lantaran takut tidak mendapatkan bagian. Sanksi yang 
diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana Ta’zir yang artinya 
mencegah atau menolak, untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. 
Dampak yang ditimbulkan sangatlah nyata karena merupakan uang Negara yang 
seharusnya digunakan untuk kepentingan justru digunakan secara pribadi, Sehingga 
masyarakat yang miskin makin menjadi miskin.
Implikasi dari penelitian ini: 1) Agama harus menjadi garda terdepan dalam 
memerangi korupsi karna merupakan kejahatan yang dilarang oleh Allah swt. 2) 
Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang korupsi terutama kaum muda guna 
menghalangi tumbuh kembangnPya korupsi dikemudian hari. 
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama Rahmatan Lil Alamin, rahmat bagi seluruh alam. 
Islam hadir tidak hanya mengatur umat Islam, namun juga mengatur kehidupan 
manusia seluruhnya. Tidak hanya di daerah Arab saja, tetapi juga seluruh 
dunia.Begitu juga seluruh kehidupan manusia diatur sedemikian rupa oleh Allah 
swt.dan diberikan pedoman agar senantiasa mengikuti pedoman tersebut, 
termasuk dalam sisi perekonomian manusia diatur baik secara perseorangan 
maupun secara keseluruhan.
Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menjadi kaya dan menjadikan 
uang sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebaliknya, menjadi kaya dan 
uang sebagai tujuan hidup. Uang bisa membuat manusia menjadi lalai akan 
kewajibannya karna mereka menganggap uang adalah sumber dari segalanya, 
sehingga setiap manusia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang 
demi kepentingannya sendiri. Salah satu penyakit masyarakat yang meresahkan 
warga saat ini dibidang ekonomi adalah tindak pidana Korupsi.
Indonesia sebagai Negara hukum tindak menolerir pelaku tindak pidana 
korupsi, secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk,jahat, dan merusak. 
Karena korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat dan keadaan yang 
busuk1.Begitu halnya dengan Hukum Islam yang disyariatkan Allah swt. Untuk 
kemaslahatan manusia, salah satu dari syariat tersebut adalah terpeliharannya 
                                                          
1Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 9.
2harta hak milik yang bersih dari segala dosa . Oleh karena itu, larangan mencuri, 
merampas, dan mengambil hak orang lain secara bathil, hal semacam ini 
dipersamakan dengan korupsi karena menghalakan segala cara untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan orang lain yang juga 
mebutuhkannya.
Korupsi merupakan tindak kejahatan yang tergolong berat karena ruang 
lingkup kejahatanya menyangkut kepentigan Negara, mengambil uang Negara 
yang semestinya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkkan 
sudah terjadinya degradasi nilai –nilai kemanusia, merosot jiwa kemanusiaannya 
dan kemungkaran akan merajalela tidak mempedulikan lagi nilai – nilai 
ketuhanan. Perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang dhalim dan sangat 
ditentang oleh Allah swt dan Rasulnya dan diancam hukuman berat dihari 
kemudian nanti, seperti apa yang difirmankan Allah swt.  QS Ibrahim/14: 42.
        
       
Terjemahannya :
“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai 
dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah 
memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) 
terbelalak”.2
                                                          
2Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 
2004) h. 260
3Di dalam hukum Indonesia, disahkannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 
No. 20 Tahun 2011 tentang tindak pidana Korupsi dan konvensi PBB mengenai 
pemberantasan korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang 
ditandatangani di merida, Mexico sesuai dengan resolusi 57/169 yang diajukan ke 
majelis Umum Sidang ke-593, hal ini mengatakan bahwa tindak pidana Korupsi 
sudah merajalela bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Ini menjadi 
perhatian besar dunia bagaimana cara mengatasi dan meminamalisir tindak 
kejahatan tersebut. Diberlakukannya Undang Undang Korupsi dimaksudkan untuk 
menanggulangi dan memberantas Korupsi. Politik Kriminal merupakan strategi 
penanggulangan korupsi yang melekat pada undang – undang korupsi. Mengapa 
dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan
hukum yang ada di Indonesia masih lemah .Sistem penegakan hukum yang 
berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem 
penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah 
dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korupsi hanya dengan 
pertimbangan selera,bukan dengan pertimbangan hukum4. Ini menunjukkan masih 
lemahnya UU Korupsi, seolah olah membiarkan koruptor untuk menjarah 
kekayaan dan asset Negara karna hanya mementingkan kekuasaan politk dan 
kekuatan ekonomi pelaku koruptor.
Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak 
kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan 
kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, 
                                                          
3Jur Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional& 
Internasional (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h. 7.
4Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 4.
4kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum 
syara‘ harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Suatu sanksi diterapkan 
kepada pelanggar syara‘ dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat 
jarimah. Korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan baik kepada individu, 
masyarakat, dan negara.Bahkan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi 
begitu luas terhadap moral masyarakat (al-akhlak al-karimah), kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pantas kalau korupsi dalam hukum 
positif dimasukkan sebagai ‗extraordinary crime’, kejahatan luar biasa.
Beberapa Negara yang memiliki masalah korupsi yang sudah mengakar 
dan menyebar luas, hal ini akan sulit dipisahkan dengan sejarah masa lalu Negara 
tersebut. Kesulitan dalam melakukan investigasi terhadap tersangka kasus korupsi 
telah membuat masyarakat mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah 
dalam usahanya mengatasi korupsi atau bahkan bagaimana merealisasikan usaha 
tersebut. 5 Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan 
agama pun jelas telah melarang namun korupsi tetap saja meningkat, baik dari 
segi kuantits kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan 
pelakupun cenderung semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan 
masyarakat.
Pengembangan pemahaman tentang korupsi dan pemberantasannya dari 
perspektif hukum syariah sebagai salah satu dari kajian banyak cara yang harus 
digunakan secara simultan untuk melakukan pemberantasan korupsi memberikan 
beberapa keuntungan. Diantaranya adalah sifat dari hukum syariah yang 
                                                          
5Ian McWalters, Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia (Surabaya: 
JPBooks, 2006) h.275.
5bernuansa keagamaan. Pemberantasan korupsi melalui pemanfaatan dan 
pengembangan wacana hukum bernuansa keagamaan dapat dimanfaatkan sebagai 
bagian dari keseluruhan  upaya pemberantasan korupsi dalam Hukum Islam. Dari 
latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul
“ Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun yang 
menjadi obyek batasan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Konsepsi Korupsi Menurut Hukum Islam
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam
3. Bagaimana Dampak yang ditimbulkan Korupsi menurut Hukum Islam
C. Pengertian Judul
Untuk menghindari tejadinya kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel
yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapuan variable yang dimaksud 
adalah sebagai berikut:
1. Konsepsi Korupsi adalah pengertian atau pendapat tentang Korupsi menurut 
UU No. 31 Tahun 1999 pada pasal 2, Korupsi adalah setiap orang yang secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara. Ada beberapa unsur yang termuat yaitu : Secara 
6Melawan Hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, 
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.6
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama 
Islam.  Sebagai system hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci kunci 
yang diperlu dijelaskan. Yang dimaksud istilah tersebut adalah
a. Hukum
Hukum adalah  peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah 
laku manusia dalam suatu masyarakat.
b. Hukm dan Ahkam
Hukm adalah Norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, Patokan, 
pedomanyang digunakan untuk menilai tingkah laku manusia dan benda.
c. Syariat
Syariat adalah norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib 
diikuti  oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak 
baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesame manusia 
dan benda dalam masyarakat.7
D. Kajian Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, 
antara lain:
1. Sukron Kamil dalam bukunya Pemikiran Politik Islam Tematik 
Agama,Demokrasi, Covil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, 
dan Antikorupsi. Dalam buku ini mengatakan bahwa Islam kaya dengan 
                                                          
  6R Wiyono, Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h.27. 
                7Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2009) h.42-47.
7nilai – nilai normative yang sejalan dengan prinsip anti korupsi. Dalam 
Islam terdapat hukuman bagi pelaku korupsi, mulai dari teguran, 
pemecatan dari jabatan hingga hukuman mati. Dalam Islam juga terdapat 
tradisi politik dalam pemberantasan korupsi, yaitu penekanan pada sangsi 
social, esaktologis, dan pembentukan moral pejabat public,pemberian 
hukuman yang berat bagi pelaku, adanya kelembagaan wilayah mazhalim, 
dan keteladanan pemimpin yang hidup sederhana.8
2. Agus Wibowo dalam  bukunya, Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. 
Dalam buku ini menjelaskan bahwa korupsi dapat terjadi sebagai inisiatif 
dari seseorang individu karena posisinya misalnya menggunakan istilah 
dari Perrow(1989) adalah Feathering the nest yaitu upaya untuk 
menggunakan fasilitas kantor atau untuk memfasilitasi atau
mempromosikan diri sendiri (biasanya dilakukan oleh seseorang yang 
mempunyai kewenangan), atau menaikkan harga barang sehingga yang 
mempunyai wewenang mendapatkan keuntungan secara illegal dari 
penaikan harga tersebut. Di lain pihak korupsi dapat juga terjadi sebagai 
akibat dari deal yang dilakukan oleh pimpinan dengan pihak luar 
organisasi. Dengan adanya deal tersebut pemimpin akan mendapat 
keuntungan untuk kepentingan diri sendiri.9
3. Binoto Nadapdap dalam bukunya Korupsi Belum ada Matinya, 
mengatakan bahwa akar atau munculnya korupsi, erat kaitannya dengan 
                                                          
8Sukron Kamil,Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara, Demokrasi, Civil 
Society, Syariah dan HAM,Fundamentalisme, dan Antikorupsi (Jakarta: Kencana, 2013) h.316-
317.
9Agus wibowo, Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013) 
h. 18
8lemahnya penegakan atau penerapan hukum dalam menjaring pelaku 
tindak pidana korupsi. Jika kita perhatikan putusan – putusan pengadilan 
pada waktu kejaksaan agung di pimpin oleh soekarton, pada waktu wajah 
– wajah koruptor yang ditanyangkan dilayar kaca adalah orang – orang 
dengan nilai korupsi tidak tergolong besar. Yang dapat disaring atau 
dijaring oleh undang – undang pemberantsan korupsi hanyalah 
masayarakat kecil.10buku ini hanya menilai pemidanaan korupsi dari segi 
undang – undang tipikor tidak menjelaskan dari segi pemidanaan hukum 
Islam.
4. Menurut Susan Rose-Ackerman dalam bukunya Korupsi dan 
Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi mengatakan bahwa Korupsi 
yang merembet kemana – mana melemahkan legitimasi pemerintah. 
Korupsi dalam pengadaan barang-barang dan jasa umum dan didalam 
pembebanan biaya mencemarkan suatu pemerintah yang mencari 
dukungan legitimasi masyarakat. Penyuapan bukanlah pengganti yang 
stabil dari penegakan hukum jangka panjang.
5. Menurut Ian McWalters dalam bukunnya Memerangi Korupsi Sebuah 
Peta Jalan Untuk Indonesia mengatakan bahwa Menerapkan Kriteria pada 
sanksi terhadapa natural person berarti bahwa suatu hukuman yang 
menunjukkan beratnya pelanggaran haruslah hukuman yang efektif, 
proposional dan persuaisif. Agara efektif, hal ini harus mencerminkan 
pandangan masyarakat tintang tindakan korupsi. Hal ini meliputi tidak 
                                                          
10Binoto Nadapdap, Korupsi Belum Ada Matinya (Cet. I; Jakarta: Jala Permata 
Aksara,2014) h.91
9hanya menghukum pelanggar dan menghukum tindakannya, tetapi juga 
memberi kesempatan untuk rehabilitasi. Jadi kalimat ini mengandung 
elemen-elemen retribusi, penyalahan dan reformasi. Sanksi seharusnya 
tidak boleh terlalu keras, membuat hacur dibawah beban kerasnya 
hukuman dan menghalangi integrasnya kembali ke  masyaraka atau terlalu 
lunak sehingga tidak memenuhi keperluan retribusi, penyalahan  dan 
penghalangan dan membuat masyarakat tidak puas dan mengolok prose 
peradilan kejahatan11. 
E.  Metodologi Penelitian
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Menurut Faisal (2001), penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu 
masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis 
untuk untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya 
(objektif dan sahih) mengenai dunia alam dan dunia sosial. Adapun Singh (2006) 
menyatakan bahwa penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati 
fanomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses 
sebuah ketika seseorang mengamati fanomena secara mendalam dan 
mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data 
tersebut. Metodelogi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan 
dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, tekhnik dan alat. 
Dengan demikian, Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, 
dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.
                                                          
11Ian McWalters, Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia (Surabaya: 
JPBooks,2006) h.103
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yaitu penelitian 
yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab undang-
undang hukum pidana (KUHP), kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan 
atau relevan dengan objek kajian. 
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma 
atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap 
orang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil 
Al-Qur’an dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di 
Indonesia. Selain itu juga digunakan pendekatan yuridis yaitu suatu cara atau 
metode yang digunakan berdasarkan peraturan – peraturan yang berlaku yang 
memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal 
dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah 
sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam 
pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:
11
1) Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara 
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan 
redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat 
dari sumber aslinya.
2) Kutipan tidak langsung 
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-
kata, tetapi menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan 
dalam kata-kata dan bahasa sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung 
panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan kejelasan.12
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
       Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan 
tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam 
penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1) Identifikasi data  adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang 
diambil adalah data yang berhubungan dengan fakta terkait dengan 
Kajian Korupsi Menurut Hukum Islam
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan  penulisan skripsi menjadi 
                                                          
12Tim Penulis, Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi (Yogyakarta: Shira 
Media, 2009), h.117.
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efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak 
berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data 
yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok 
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang 
berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari 
sumber bacaan.
b. Analisis Data
       Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh.Analisis yang digunakan yaitu 
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari 
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang 
berasal dari literatur bacaan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:
a. Untuk mengetahui konsep korupsi menurut hukum Islam
b. Untuk mengetahui Sanksi terhadap tindak pidana Korupsi menurut
hukum Islam
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c. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh Tindak Pidana Korupsi 
terhadap masyarakat 
2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoretis  penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan 
hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk 
mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan 
dalam dunia hukum, terutama kajian pendapat tentang korupsi yang 
dilihat dari sudut pandang agama.
b. Kegunaan Praktis
1. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang larangan 
korupsi menurut hukum Islam.
2. Dengan mengetahui fakta konsekuensi yang akan didapatkan 
apabila melakukan Timdak Pidana Korupsi
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang 
terkait dalam menangani masalah tindak pidana Korupsi
4. Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi 
pengajar maupun pelajar mengenai tindak pidana korupsi.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM
A. PENGERTIAN KORUPSI DALAM HUKUM ISLAM
Kata koupsi berasal dari bahasa latin corrupti dan corruptus yang secara 
harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak 
bermoral, penyimpangan dari kesucian,kata – kata yang menghina atau 
memfitnah.
Secara luingustik kata korupsi berarti kemerosotan dari semua hal baik, 
sehat, dan benar, serta menjadi penyelewangan dan kebusukan. 
Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa korupsi 
adalah perbuatan yang busuk, seperti penggelpana uang, penerimaan uang 
sogok, dan sebagainya. S. H. Alatas Mendefenisikan Korupsi dari sudut 
pandang sosiologis bahwa “apabila seorang pegawai negeri menerima 
pemberian yang disodorkan oleh orng lain dengan maksud memengaruhinya 
agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan – kepentingan 
pemberi, itulah korupsi.13 Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang 
busuk , jahat, dan merusak jika membicarakan tentang korupsi memang akan 
menemukan semacam itu karena korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat 
dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan 
politik,serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah 
                                                          
13Mustofa Hasan dan beni Ahmad Subeni, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah(Cet. I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 364
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kekuasaan jabatannya. Dengan demkian, secara harfiah dapat ditarik 
kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi memiliki arti yang sangat luas.
1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan 
dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi orang lain
2. Korupsi, busuk, rusak, sukai memakai barang atau uang yang 
dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk 
kepentingan pribadi).
Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau 
bersama sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan 
kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemeritahan dan dapat 
merugikan departemen atau instasi terkait lain.14  Seseorang yang melakukan 
pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi 
kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan 
pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya
Dalam hukum Islam Klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang 
pidana korupsi. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karna 
system administrasi belum dikembangkan. Korupsi atau dalam istilah hukum 
pidana Islam dinamakan al-ghulul serupa dengan kata khaana, uraianny: 
gaalun = khaana qa huna ma ya’ khuzul ganiimata khafyata qabeala 
qassamatha. Artinya mengambil sesuatu dari ghanimah lantaran takut tidak 
mendapat bagian setelah ghanimah itu dibagi.15 Jadi, sebagaimana dijelaskan 
puala diatas bahwa yang melatar belakangi (asbab al-wurud) hadis nabi 
                                                          
14Zainuddin Ali,Hukum Pidana Islam,(Jakarta:SinarGrafika,2009)h.71  
15Mas Alim Katu, Korupsi Malu Ah!, (Makassar:Pustaka Refleksi, 2009)h. 10 
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diatas  ini adalah pemberian hadiah dengan motif tertentu. Dilihat dari asas 
pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama –
sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan 
prinsip. Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi 
hukumnya dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang 
dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula 
persyaratannya.   
Di dalam Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan 
dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur’an 
maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor 
penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur’an dan 
hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara 
empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal, sehingga di 
dalam al – qur’an dan hadits belum terlalu dijelaskan tentang korupsi. 
Namun, disisi lain para ulama bersepakat bahwa korupsi dipersamakan 
dengan penyuapan atau pencurian karna barang atau harta yang diambil 
adalah milik org lain atau milik Negara secara bathil sehingga menimbulkan 
kerugian besar terhadap kemaslahatan ummat.
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Allah Swt. Dalam QS Al-Baqarah /1: 188
                   
       
Terjemahan:
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
kamu mengetahui”16
Islam membagi Istilah Korupsi kedalam beberapa Dimensi. Yaitu 
risywah (suap), saraqah (pencurian), al gasysy (penipuan) dan khianat
(penghianatan). 
B. JENIS – JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI
       Dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat 6 (enam) jenis tindak pidana 
yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Keenam macam jarimah atau 
tindak pidana tersebut adalah : (1) ghulul (Pencurian), (2) risywah 
(gratifikasi/penyuapan), (3) ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain), 
(4) khiyanat (Pengkhianatan), (5) Sariqah (Pencurian), dan (6) hirabah 
(perampokan). 
1. Ghulul (Pencurian)
Seara etimologis, kata ghulul berasal dari kata kerja (ﻞﻠﻐﯾ ﻞﻠﻏ), yang 
dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan 
                                                          
16Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 29
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perang atau dalam harta-harta lain. Definisi ghulul secara terminologis 
diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. 
Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan 
curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan 
terhadap harta baitul mal,harta milik bersama kaum muslim, harta 
bersama dalam suatu kerja bisnis,harta negara,dan lain-lain. Berkaitan 
dengan Ghulul. Allah swt berfirman dalam QS Al-Imran/ 3: 161
             
          
Terjemahan :
“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan 
perang.Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu,
Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya itu,kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan 
tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal,sedang 
mereka tidak dianiaya”17
2. Risywah (Gratifikasi/Penyuapan)
       Risywah berasal dari bahasa Arab (ﻮﺷﺮﯾ ﺎﺷر) yaitu upah, hadiah, 
komisi, atau suap .Secara terminologi, risywah adalah suatu pemberian 
yang diberikan seseorang kepada hakim,  petugas atau pejabat tertentu 
dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun 
penerima. Terdapat sebuah hadis yang menerangkan tentang pelarangan 
perbuatan risywah ini.
                                                          
17Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 71
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       Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk risywah yang dibenarkan 
dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang 
mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang 
alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu’ Fatwa-nya mengutip sebuah hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah 
memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada 
beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan risywah adalah 
haram, khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau 
menyalahkan yang benar.
3. Ghasab ( Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)
       Ghasab berasal dari kata kerja (ﺎﺒﺼﻏ ﺐﺼﻐﯾ ﺐﺼﻏ) yang berarti 
mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Secara istilahi, ghasab dapat 
diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara 
permusuhan/terang-terangan .Menurut Dr.Nurul irfan, MA, ghasab adalah 
mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya 
dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan 
dengan cara terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, maka 
ghasab berbeda dengan pencurian dimana salah satu unsurnya adalah 
pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi. Para ulama sepakat 
bahwa ghasab merupakan perbuatan yang terlarang dan diharamkan. Dalil 
Al-qur’an yang melarang perbuatan tersebut ada 
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dalam QS An-Nisa/ 4 :29
              
        
      
Terjemahan :
“Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”18
       Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang memakan harta antara 
satu orang dengan orang lain secara batil, hal tersebut dapat dikategorikan 
sebagai perbuatan ghasab karena di dalamnya terdapat unsur merugikan 
pihak lain. Dalam hadits mengatakan :
 َﻨﻟا َنا ﺎَﮭْﻨَﻋ ُͿَﺎﯿِﺿَر َﺔَﺷِءﺎَﻋ ْﻦَﻋ ِﺒ َﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻲ َلﺎ َﻣ ْﻦ َظ َﻠ َﻢ ﺪﯿﻗ
 ِﻣ ﺮﺒﺷ َﻦضﺮﻟا ﺔﻌﺒﺳ ﻦﻣ ﺔﻗ ﻮط ضرﻻا
Terjemahan :
“Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda, ‘Barangsiapa 
menzhalimi tanah orang lain walau seukuran satu jengkal, maka dia 
dikalungi dengan tujuh bumi’.19
                                                          
18 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 83
19 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari dan Muslim, 
(Cet. 4. Jakarta; Darul-Falah, 2005) h.676
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       Hadits ini memperjelas bahwa Allah swt. Sangat melarang perbuatan 
ghasab, karna hal ini jelas sangat merugikan orang lain. 
4. Khiyanat ( Penghianatan)
Kata khianat berasal dari bahasa Arab (نﻮﺨﯾ نﺎﺧ) yang artinya sikap 
ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata 
kerja ( نﺎﺧ-نﻮﺨﯾ ) adalah (ﻦﺋﺎﺧ), yang definisinya dikemukakan oleh al-
Syaukani yaitu seseorang yang diberi keperayaan untuk 
merawat/mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan 
titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan kha’in mengaku jika barang itu 
hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya.
Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu 
bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di 
dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan 
pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan 
permusuhan terhadap kaum muslim.
Mayoritas ulama Syafi’iyyah lebih cenderung mengkategorikan 
korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang 
yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena 
seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk 
dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, 
`illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Sanksi 
hukum jarimah ini tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas dalam dalil-
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dalil manapun, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian 
dari hukuman ta’zir.
5. Sariqah (Mencuri)
       Mencuri adalah mengambil harta hak milik orang lain dengan cara 
yang  sembunyi – sembunyi (tidak terang – terangan) terhadap harta yang 
seharusnya dijaga baik, sementara harta itu tersimpan di tempat yang 
seharusnya. Jadi, ciri utama pencurian adalah caranya yang tidak terang –
terangan, barangnya tersimpan rapi, dan ditempat yang dipandang aman 
oleh pemiliknya, serta barang yang sebaiknya dijaga oleh pencuri.
Dalam QS Al-Hijr/15 :18.
           
Terjemahan :
“Kecuali, (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat di dengar (dari 
malaikat) lalu dikejar oleh semburang api yang terang”20
       Menurut ibnu Arafah “pencuri” menurut orang arab adalah orang 
yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang 
orang lain untuk mengambil isinya.
                                                          
20Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 263 
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       Dengan demikian, mencuri mengandung 3 unsur, yaitu :
1. Mengambil milik orang lain;
2. Mengambilnya secara sembunyi – sembunyi;
3. Milik orang lain ada ditempat penyimpanan;
       Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara 
mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada 
tidak pada tempat penyimpanannya, pelakunya tidak dijatuhi hukuman 
potong tangan. Seperti yang dikatakan QS Al-Maidah/5: 38.
               
       
Terjemahan:
“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan 
dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah Maha perkasa, Maha 
Bijaksana”21
6. Hiraabah (Perampokan)
       Hirabah adalah gerombolan pembunuh, sindikat penculik anak – anak 
kecil, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-rumah dan bank, 
sindikat penculik perempuan untuk dijadikan pelacur, sindikat penculikan 
pejabat untuk dibunuh agar terjadi fitnah dan kegoncangan stabilitas 
keamanan, serta sindikat perusak tanaman dan peternakan.
       Kata hirabah berasal dari kata Harb artinya perang. Bagi sindikat 
yang keluar dari peraturan disebut orang yang menyerang masyarakat 
                                                          
21Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 114 
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pada satu sisi dan menyerang ajaran Islam yang datang untuk memberi 
keamanan dan keselamatan masyarakat pada sisi lain.
       Hirabah termasuk dosa besar. Karena itu, Al-Qur’an memutlakkan 
orang yang melakukan hirabah sebagai orang menyerang Allah swt., 
Rasul-Nya, dan orang-orang yang beusaha membuat kerusakan diatas 
bumi. Allah swt. Telah memberi hukuman berat kepada pelakunya. Allah 
swt. Telah berfirman dalam QS. Al – Maidah/5: 33.
            
        
               
Terjemahan: 
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”22
C. UNSUR – UNSUR TERJADINYA KORUPSI MENURUT HUKUM 
ISLAM
       Unsur – Unsur tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut :
a. Pelaku (subjek), sesuai dengan pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat 
dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) sampai (7), Yaitu: 
                                                          
22Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 113 
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(1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atas suatu korporasi, maka 
tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi 
dan atau pengurusnya.
(2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 
tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja 
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan 
korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama – sama.
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) dapat diwakili oleh orang lain.
(5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus koorporasi menghadap 
sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus 
tersebut dibawah kesidang pengadilan.
(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap koorporasi, maka 
panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut 
disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau 
ditempat pengurus berkantor.
(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadapa koorporasi hanya 
pidana denda dengan ketentuan maksimun pidana ditambah 1/3 (satu 
pertiga).
b. Melawan hukum baik formil maupun materiil. 
c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi.
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d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Sementara itu unsur-unsur korupsi dibagi atas 2 yaitu :
a. Unsur Subjektif
1) Kesengajaan atau kelainan.
2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud 
dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, 
penipuan, pemerasan, pemalsuaan, dan lain-lain.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan 
menurut pasal 340 KUHP.
5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana 
menurut pasal 308 KUHP.
b. Unsur Objektif
1) Sifat melawan hukum.
2) Kualitas daru pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil
melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP
3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan kenyataan sebagai akibat
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BAB III
SANKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT HUKUM ISLAM
A. TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM
       Kata pidana dalam Hukum Islam disepadankan dengan jinayah ( 
jarimah). Sedangkan kata jinayah berasal dari bahasa arab yang akar katanya
ﺔﯾ ﺎﻨﺟ, ﻲﻨﺠﯾ, ﻲﻨﺟ    Yang bermakna memetik atau memperoleh buah dari 
pohonnya. Pengertian yang  dimaksud adalah bahwa seseorang akan memetik 
dan memperoleh imbalan atau ganjaran dari hasil perbuatan seseorang. Pada 
dasarnaya, pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan 
seseorang yang dilarang. Di kalangan fuqaha perkataan jinayah perbuatan 
yang terlarang menurut syara’.23
      Menurut Moeljatno yang dikutip dalam buku dasar – dasar hukum pidana 
yang ditulis oleh Mahrus Ali, mengartikan Hukum pidana sebagai bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar –
dasar dan aturan – aturan untuk:24   
1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi 
siapa saja yang melanggarnya.
                                                          
23Abdi Wijaja, Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud) 
(Makassar; Alauddin University Press, 2013) h. 15 
24Mahrus Ali, Dasar – Dasar Hukum Pidana (Cet. 3, Jakarta; Sinar Grafika,2015) h. 1
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2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 
melakukan larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan 
tersebut.
       Dalam hal ini pidana yang dimaksudkan moeljanto adalah bagaimana 
meminimalisir pelaku kejahatan agar takut atau tidak melakukan hal yang 
bertentangan dengan hukum. Hukum pidana Tidak hanya berkaitan dengan 
penentuan yang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana 
serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana dijatuhi pidana, tapi juga 
proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.
        Pidana adalah segala betuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang 
Mukhallaf, yang melanggar, perintah atau larangan Allah yang di Khitbahkan 
kepada orang-orang Mukhallaf, yang dikarnakan ancaman hukuman, baik 
sangsi (hukuman) itu yang harus dilaksanakan sendiri, dilaksanakan 
penguasa, maupun Allah, baik tempat pelaksanaan hukuman itu didunia 
maupun diakhirat. Setiap tindakan pidana (delik, jarimah) itu harus ada sangsi 
hukum (‘ukubat) yang dikenakan kepada sipelakunya (al-jany), baik berupa 
azab neraka, qishas, giat, had, kaparat maupun fidiah, dimana pelaksanaan 
sangsi itu Allah sendiri, penguasa atau peribadi itu sendiri, baik tempat 
pelaksanaannya itu didunia maupun diakhirat. 
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Allah swt Berfirman QS Al- Maidah/5 :45.
               
              
            
  
Terjemahannya :
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 
kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan 
hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan 
perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang zalim25.
   
       Menurut hukum pidana umum, yang dimaksud dengan “tindakan pidana” 
adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentanngan dengan 
hukum nasional. Jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang 
oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Jadi unsure yang penting 
sekali untuk peristiwa pidana (ditilik dari sudut objektif) adalah sifat tanpa 
hak (oncecht matgheid), yakni sifat melanggar hukum. Di tempat mana tak 
terdapat hukum tanpa hak, maka tidak ada peristiwa pidana. Bertitik tolak 
pada prinsip bahwa hak menetapkan legislasi adalah hak Tuhan.
                                                          
25Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 115 
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       Tujuan pidana adalah umumnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan 
kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman 
masyarakat. Oleh karna itu putusan hakim harus mengandung rasa keadilan 
agar dipatuhi oleh masyarakat. Jenis hukuman yang menyangkut tindak 
pidana criminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian yaitu (a) 
ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk 
qishash dan diat yang tercantum didalam Al-qur’an dan Al-hadits. Hal ini 
dimaksud disebut hudud, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim 
melalui putusannya yang disebut hukum Ta’zir. Hukum public dalam ajaran 
Islam adalah jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam 
dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun jarimah ta’zir26. Ini 
semua diberlakukan agar pelaku kejahatan dapat merasa dibatasi sehingga 
mereka tidak lagi melakukan kejahatan
B. JENIS – JENIS  PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA TINDAK 
PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM
              Korupsi yang banyak merajalela diberbagai belahan dunia ini 
bukanlah pelaku yang berada dikalangan bawah . namun justru yang berada 
dikalangan atas. Pejabat pemerintah yang notabenenya adalah pelayan 
masyarakat justru membuat rakyat makin sengsara. Kerakusan yang membuat 
kedudukannya tidak aman sekaligus ia rentan dijatuhkan menjadikan pelaku 
korupsi semakin melakukan perilaku menyimpnnya. 27 Namun walaupun 
                                                          
26Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Cet I, Jakarta; Sinar Grafika, 2007) h.11 
27Susan Rose-Ackerman, Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi 
(Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2010)  h. 43
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pejabat ingin melakukan korupsi, kalau tidak disambut oleh oknum 
pengusaha berupa pemberian suap seperti sekarang ini. Korupsi tidak akan 
separah ini. Suap sangat membahayakan, karena si penerima suap tidak akan 
tanggung-tanggung menyalahgunakan kewenangannya, sehingga kekayaan 
dan asset Negara dipreteli dalam jumlah milyaran atau triliyunan rupiah.28
Olehnya itu perlu sanksi pidana yang berat untuk pelaku tindak Pidana 
Korupsi.
        Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan ghulul pada zaman Rasulullah 
saw lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku ghulul akan dipermalukan di 
hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa perbuatan ini 
tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan 
ancaman neraka sebagai sanksi ukhrawi. Ini lantaran pada saat itu, kasus-
kasus ghulul hanya merugikan dengan nominal yang sangat kecil, kurang dari 
tiga dirham. Mungkin saja akan berbeda seandainya kasus ghulul memakan 
kerugian jutaan hingga miliaran rupiah, pasti akan ada hukuman fisik yang 
lebih tegas untuk mengatasinya.
       Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-
undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan 
hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.
Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi
                                                          
       28Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum (Cet II. Jakarta; Kompas, 
2002) h. 86 
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1. Pidana Mati
       Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan 
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 
nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan 
tertentu.
1. Pidana Penjara
1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara 
atau perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
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kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara (Pasal 3)
3. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam 
ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi 
atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka 
atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 
28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.
2. Pidana Tambahan
1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud 
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh 
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana 
tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang 
menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 
dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
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3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 
(satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan 
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat 
diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 
1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 
untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara 
yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana 
pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo 
undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam 
putusan pengadilan.
3. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu 
Korporasi
       Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan 
ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini 
melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat (1)-(5) undang-undang 31 
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tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai 
berikut:
1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu 
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak 
pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam 
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi 
maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus 
tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap 
sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya 
penguruh tersebut dibawa ke siding pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka 
panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan 
tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus 
atau ditempat pengurus berkantor.
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4. Ta’zir
       Ta’zir secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Hukuman 
tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali 
perbuatannya dan menimbulkan kembali kejeraan kepada pelaku.  Dalam 
Fiqh Jinayah, pengertian Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak 
disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan penentuan 
hukumannya menjadi kekuasaan hakim. Sebagian ulama mengartikan 
Ta’zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak 
Allh dan hak hamba yang ditentukan al-qur’an dana hadis. Ta’zir 
berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya 
untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ulama lain mengatakan bahwa 
Ta’zir adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum 
dengan hukuman had atau kafarat. Diriwayatkan bahwa Umar bin 
Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat 
yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan 
oleh syara’) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, 
pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar
(minuman keras), desa yang menjua khamar, dan membakar istana Sa’ad 
bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan 
(disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah
membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, 
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mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratapi 
mayat hingga tampak rambutnya29.
      Jarimah Ta’zir terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu sebagai berikut: 
1. Jarimah Ta’zir menjadi wewenang ulil amri yang merupakan 
jarimah demi kepentingan kemaslahatan
2. Jarimah Ta’zir yang ditentukan syara’, yaitu yang telah dianggap 
jarimah semenjak diturunkannya syari’at agama Islam hingga akhir 
zaman.
       Kedua jenis jarimah Ta’zir tersbut memiliki persamaan dan 
perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum pada jarimah ta’zir 
penguasa ataupun jarimah ta’zir syara’, ditentukan penguasa, sebab 
jenis hukuman kedua bentuk jarimah ta’zir disebutkan oleh syara’. 
Adapun perbedaanya, ta’zir penguasa bersifat temporer dan incidental, 
yaitu apabila dianggap perlu sebagai jarimah, tetapi apabila tidak perlu, 
tidak dianggap jarimah. Adapun jarimah ta’zir syara’ bersifat abadi dan 
selamanya dianggap jarimah.
       Jenis hukuman Jarimah Ta’zir bervariasi, diantaranya adalah
sebagai berikut :
                                                          
       29Arini Andika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, 
Lex et Societatis, Vol. III No.1 (2015) h. 77 
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1. Hukuma mati. Penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku 
jarimah, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai Ta’zir, 
misalnya koruptor dihukum gantung
2. Hukuman penjara. Hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai ta’zir. 
Hukuman penjara dalam pandanga hukum pidana Islam berbeda dengan 
pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara bukan 
dipandang sebagai hukum utama, tetapi hanya dianggap sebagai 
hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam 
syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had 
adalah hukum jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi 
perbuatan yang diniliai ringan atau sedang. Walaupun dalam praktiknya 
dapat juga dikenakan pada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. 
Hal ini karena hukuman dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang 
menurut pertimbangan kemaslahatannya, dapat dijatuhkan bagi tindak 
pidana yang dinilai berat. 
3. Hukuman jilid, cambuk, dan yang sejenis
4. Hukuman pengasingan
5. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya 
oleh berbagai media
6. Hukuman denda berupa harta
7. Hukuman kaffarah, karena pelaku berbuat maksiat, berpuasa dua bulan 
berturut-turut, memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba 
sahaya, dan memberi pakaian kepada orag yang membutuhkan.
39
      Sementara itu, di awal pembahasan tadi dikatakan bahwa tindak pidana 
Korupsi di persamakan dengan ghulul (Pencurian), risywah 
(gratifikasi/penyuapan), ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain),  
khiyanat (Pengkhianatan), Sariqah (Pencurian), dan  hirabah (perampokan). 
Dalam artian korupsi di qiyas kan dengan tindak pidana yang sama dengan 
perbuatan tersebut. Firman Allah swt. Dalam QS Al-Maidah/5 :6.
             
     
Terjemahan:
“…..Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”30
Dari ayat diatas menyebutkan ilat yang menjadi penyebab muncunya 
hukum. Inilah makna qiyas yang ketika muncul suatu kasus yang tidak ada 
ketentuan hukumnya dalam nash, maka diwajibkan mencari ilat kasus 
tersebut, dan apabila ilatnya sama, maka hukum yang ada dalam nash itu bisa 
diterapkan pada kasus tersebut. 
Qiyas secara etimologi berarti ukuran, membandingkan atau 
menyamakan sesuatu dengan yang lain31, sedangkan secara terminologi qiyas 
adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan 
hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. 
Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur 
                                                          
30Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 108
31Minhajuddin Dkk, Ushul Fiqh (Makassar: Alauddin Press, 2009)h. 89 
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kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada 
ketetapan hukumnya yang disebut illat32.
Para ulama memperbolehkan qiyas sebagai hujjah dalam menetapkan 
hukum syara’ bukan berarti menciptakan hukum baru yang ditetapkan 
berdasarkan qiyas itu, tetapi menyingkap ilat yang ada pada suatu kasus dan 
menyamakan ilat yang terdapat dalam nash. Atas dasar kesamaan ilat itu 
hukum kasus yang dihadapi tersebut disamakan dengan hukum yang telah 
ditentukan. 33 Sehingga korupsi yang didalam Al-Qur’an tidak dijelaskan 
aturan hukumnya di qiyas kan dengan jenis sanksi pidana yang menyerupai  
tindak pidana korupsi tersebut, antara lain :
1. Sanksi Hukum  Bagi Pelaku Ghulul (Penggelapan)
      Sanksi hukum  pada ghulul tampaknya bersifat sanksi moral. Ghulul 
mirip dengan jarimah riddah. Untuk dua jennis jarimah ini, walaupun 
dalam ayat al-Qur’an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya, 
tetapi dalam beberapa hadits Rasulullah S.A.W secara tegas disebutkan 
teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan ghulul 
dengan jarimah qishas dan hudud sehingga ghulul masuk dalam kategori 
jarimah takzir.
       Dari data-data hadits berikut syarah-syarahnya, bisa diketahui bahwa 
Rasulullah S.A.W tidak menganggap ghulul sebagai suatu jarimah atau 
                                                          
32Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta:Sinar Grafika,2009)h. 17
33Minhajuddin Dkk, Ushul Fiqh (Makassar;alauddin press,2009)h. 93
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tindak kriminal yang pelakunya akan mendapatkan sanksi hukum 
sebagaimana pada jarimah hudud dan qishas.
      Dalam menangani kasus-kasus penggelapan atau ghulul, beliau 
tampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan 
menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewengan
dan mengingatkan masyarakat akan adanya hukuman ukhrawi berupa siksa 
neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya.
       Dengan demikian, tindakan ghulul (penggelapan) terhadap harta 
rampasan perang, zakat, jizyah, dan sumber-sumber pendapatan negara 
dalam bentuk lain pada zaman Rasulullah S.A.W tidak dikriminalisasikan, 
melinkan secara berulang kali diancam dengan neraka sebagai sanksi 
ukhrawi, dengan tetap tetap mengedepankan pembinaan moral, baik 
kepada pelaku maupun kepada masyarakat sehingga dalam satu kasus 
Rasulullah saw tidak berkenan menyolati jenazah pelaku ghulul. Bahkan, 
secara tegas Rasulullah S.A.W bersabda bahwa sedekah para koruptor dari 
hasil korupsinya tidak akan pernah diterima oleh Allah seperti ditolaknya 
ibadah shalat tanpa wudhu.
       Dari uraian tentang ghulul di atas, bisa diketahui bahwa bentuk 
korupsi dalam fiqh jinayah yang terjadi di zaman Rasulullah S.A.W adalah 
ghulul. Pada mulanya ghulul terpabatas pada penggelapan, khianat, atau 
pengambilan harta rampasan perang sebelum dikumpulkan dengan 
sejumlah harta benda lain untuk dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku. 
Akan tetapi, dalam perkembangannya ghulul juga meliputi bentuk 
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penggelapan atau pengambilan harta negara dengan bentuk lain, seperti 
harta zakat dan jizyah walaupun untuk yang disebut terakhir ini atas nama 
hadis, hal ini tetap dianggap sebagai ghulul.
       Sebagian ulama memahami makna hadis ini sebagai suatu 
perumpamaan. Maksudnya, orang melakukan penggelapan (korupsi) 
kondisinya di hari kiamat nanti diumpamakan dengan keadaan seseorang 
yang memikul apa saja yang dikorupsinya.Ia merasa kesulitan akibat 
beban dosa-dosanya, tidak ada seorang pun yang mau membantunya, dan 
ia merasa terhina karena tak ada seorang pun yang mau peduli 
kepadanya.34
      Dalam kasus ghulul  pada zaman Rasulullah S.A.W, tindakan beliau 
lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat, beliau tidak 
mengkriminalisasikan ghulul karena jumlah nominal harta yang dikorup 
itu relatif sangat kecil- kurang dari tiga dirham, hanya berupa mantel, dan 
bahkan hanya berupa seutas atau dua utas tali sepatu.
       Seandainya jumlah yang dikorupsi itu mencapai jutaan atau ratusan 
juta rupiah, bahkan jutaan dolar maka pastilah sanksi hukum yang keras 
akan beliau tetapkan, bukan sekedar sanksi moral berupa tidak dishalati 
oleh Rasulullah S.A.W pada saat koruptor itu meninggal dan pasti tidak 
cukup hanya dengan diancam siksa neraka di akhirat, tetapi juga sanksi 
dunia. 
                                                          
34Fazzan, Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Islam Futura Vol. 
14 No.2 (2015) h. 6 
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2. Sanksi Hukum bagi Pelaku Risywah
      Penyuapan(risywah) merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat
dikategorikan korupsi. Pelakunya tidak hanya yang menyuap, tetapi juga 
meliputi penerima suap dan perantara antara penyuap dan penerima 
suap.Penerima suap di sini adalah pejabat atau petugas yang 
menyelenggarakan pelayanan publik35. Berkaitan dengan sanksi hukum 
bagi pelaku  risywah, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi 
hukum bagi pelaku ghulul, yaitu hukum ta’zir sebab keduanya tidak 
termasuk dari ranah qishas dan hudud. Dalam hal ini, Abdul Muhsin al-
Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap 
tidak disebutkan secara jelas oleh syari’at (al-Qur’an dan Hadits), 
mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-
sanksi  ta’zir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk 
menetukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam
dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup masyarakat 
sehingga berat dan ringannnya sanksi hukum harus disesuaikan dengan 
jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di 
mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang 
mndorong sebuah tindak pidana dilakukan.
       Dalam beberapa hadits tentang  risywah, disebutkan dengan  
pernyataan ﻲِﺸَﺗْﺮ
ُ
ﳌْاَو ﻲِﺷاﱠﺮﻟا ُﷲا َﻦَﻌَﻟ "" atau dengan      " ُﷲا َﻦََﻌﻟ ﻲِﺷاﱠﺮﻟا ﻰَﻠَﻋ
                                                          
35Syamsul Anwar, Korupsi dalam Perspektif Huku Islam, Jurnal Hukum Vol. 15 No. 1 
(2008) h. 24 
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ﻲِﺸَﺗ ﺮ
ُ
ﳌْا َو " ”Allah melaknat penyuap dan penerima suap” atau dengan 
pernyataan lain “laknat Allah atas penyuap dan penerimanya”. para 
pihak yang terlibat dalm jarimah risywah dinyatakan terlaknat atau 
terkutuk, hal ini menjadikan risywah dikategorikan  ke dalam dosa-dosa 
besar.Namun, karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara 
menjatuhkan sanksi maka risywah dimaksud dalam kelompok tindak 
pidana ta’zir. Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa karenan dalam teks-
teks dalil tentang tindak pidana  risywah ini tidak disebutkan jenis sanksi 
yang telah ditentukan maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman 
ta’zir.
       Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk 
menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah jauh lebih 
baik da ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan 
doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Berbagai peraturan 
perundang-undangan merupakann bentuk konkret dari konsep ta’zir yang 
ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak 
dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara 
pelaksanaannya oleh al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah, melainkan 
diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat.
3. Sanksi Hukum Pelaku Ghasab
       Dari pengertian dan dalil-dalil ghasab, baik dalil al-Qur’an maupun 
Hadits, bisa diketahui bahwa tidak satu nash pun yang menjelaskan 
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tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku ghasab 
masuk dalam jenis sanksi perdata bukan sanksi pidana.
       Secara detail Imam al-Nawawi mengklafikasikan jenis sanksi bagi 
pelaku ghasab yang dikaitkan dengan kondisi barang sebagai objek 
ghasab menjadi tiga kategori, yaitu pertama, barang yang dighasab 
masih utuh seperti semula. Kedua, barang yang dighasab itu telah lenyap 
dan ketiga, barang yang dighasab hanya berkurang.
Dari ketiga kategori tersebut berlaku hukum ta’zir bagi pelaku hudud 
atau qishah/diyat.
4. Sanksi Hukum Pelaku khianat
       Tidak seperti dalil-dalil jarimah ghulul,risywah, dan ghasab. Pada 
dalil jarimah khianat, sanksi hukum tidak disebutkan secara eksplisit, 
jelas, dan konkret. Oleh karena itu, khianat masuk dalam kategori 
jarimah ta’zir, bukan pada ranah hudud dan qisas/diyat.
5. Sanksi Hukum pelaku Syariqoh
       Apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat ditetapkan menjadi 
pencuri dan syarat- syarat benda yang dicuri. Maka ulama’ sepakat 
bahwa sanksi hukuman yang harus diterima adalah potong tangan. 
Karena telah ada dalil yang jelas dari al-Qur’an dan al-Hadits mengenai 
hukuman bagi pencuri. Namun apabila belum memenuhi syarat-syarat di 
atas maka hanya berlaku hukuman ta’zir. 
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6. Sanksi Hukum pelaku Hirobah
        Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam QS
Al-Maidah/5: 33.
           
         
               
Terjemahan :
“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasululnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh 
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka silang,atau dibuang 
dari negeri  (tempat kediaman). Yang demikian itu (sebagai) 
penghianatan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh 
siksaan yang besar”36.
      Ulama-ulama madzhab Syafi’I dan Abu Hanifah memahami kata aw
(atau) pada ayat sebagai sebagai rincian yang disebut sanksinya secara 
berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang dilakukan  oleh 
perampok. Sedangkan Imam Malik memahami kata aw (atau) dalam arti 
pilihan, yakni empat macam hukuman yang disebutkan di atas, 
diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih mana yang paling 
sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku. Dengan demikian, 
pemberlakuan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah hirabah harus 
disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan perampok.
                                                          
36Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 113
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C. SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA 
KORUPSI
       Dilihat dampak dari dampak dan cara kerjanya, yang bisa dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, korupsi dikategorika sebagai 
pencurian (sariqah) dan perampokan (nahb). Dalam bahasa fiqh sariqah ataau 
pencurian adalah mengambil sesuatu dari tempat yang semestinya dengan 
sewenang wenang dan secara sembunyi-sembunyi denga berbagai macam 
persyaratan yang telah ditentukan oleh para ahli fiqh. Sedangkan nahb atau 
perampokan adalah mengambil milik orang lain secara terang-terangan.
       Melihat dampak yang mengerikan dari korupsi, tawaran hukuman yang 
sudah diputuskan NU dalam munas-konbes tahun 2012 adalah mulai 
potongan tangan sampai hukuman mati. Tentunya, keputusan tersebut mesti 
dilihat besar kecilnya uang Negara yang di korup dan dampaknya. Hukuman 
mati bagi koruptor sebagai hukuman maksimal juga ditegaskan lagi dalam 
munas-konbes NU tahun 2012 di pondok pesantren kempek-Cirebon.37
       Hukuman mati merupakan hukuman maksimal yang ditawarkan NU 
untuk para koruptor. Karena faktanya korupsi merupakan kedzaliman yang 
luar biasa. Al-Muhib ath-Thabari pernah menyatakan dengan tegas bahwa 
boleh menghukum mati pejabat Negara yang berbuat kedzaliman terhadap 
hambanya (rakyatnya).
       Bahkan Ibnu Abdisalam sebagaimana dinukil oleh Al-Asnawi pernah 
menyatakan bahwa orang yang mampu boleh membunuh orang dzalim seperti 
                                                          
37Marzuki wahid, ed., Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi (Jakarta: Lakpesdam 
PBNU, 2016) h.  146-148 
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pemungut pajak dan sesamanya dari penguasa yang dzalim dengan semisal 
racun agar masyarakat tenang dari kedzaliman, karena sungguh apabila boleh 
menolak penjahat meskipun dengan satu dirham hingga membunuh dengan 
syaratnya, maka lebih utama orang dzalim yang membahayakan orang lain.38
       Pada dasarnya hukuman ta’zir dalam syariah hanya terbatas pada ta’dib 
(pengajaran), dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu sebenarnya 
tidak boleh ada unsur penghilangan fungsi anggota badan ataupun 
penghilangan nyawa. Akan tetapi para fuqaha membuat pengecualian dari 
aturan umum tersebut, yaitu dibolehkanya dijatuhkannya hukuman mati. 
Dijatuhkannya hukuman ini karena tidak ada cara lain untuk memberantas 
tindak pidana tersebut, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivist yang 
berbahaya. Jikalau di Negara ini terdapat banyak kasus korupsi dan tidak ada 
hukuman yang membuat pelaku jera, maka hukuman ini bisa dilaksanakan 
demi terlaksananya Negara yang sejahtera. Namun, pemberlakuan hukuman 
mati bagi tindak pidana korupsi juga dilihat dari besar kecilnya uang Negara 
yang diambil karena pada dasarnya korupsi sudah merupakan kejahatan yang 
luar biasa yang dimana uang yang diambil merupakan uang yang akan 
digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sehingga apabil uang yang 
dikorupsi tergolong banyak maka pemberlakuan pidana hukuman mati 
diperbolehkan oleh beberapa fuqaha.
                                                          
38 Marzuki wahid, ed., Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi (Jakarta: Lakpesdam 
PBNU, 2016) h. 148 
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       Hukuman mati dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam dua 
kategori, yaitu Qisas dan Hudud. Untuk memberlakukan hukum qisas dan 
hudud tidak bisa sembarangan dan terburu-buru, tetapi harus hati-hati dan 
sangat teliti. Hal ini mutlak diperlukan karna pada umumnya berbagai jenis 
hukuman pada kategori ini sangat keras karena menyangkut kehormatan dan 
nyawa manusia. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana Islam terdapat sebuah 
prinsip penting berupa keharusan membatalkan sanksi hudud jika ternyata 
terdapat unsur keraguan, seperti pembuktian yang belum kuat, kondisi 
kejiwaan pelaku, atau perbedaan pendapat para pakar hukum dalam 
menentukan status hukum suatu hal.
       Sanksi pidana mati untuk koruptor yang membangkrutkan Negara sangat 
perlu dikaji secara serius sebab hal ini menyangkut nyawa manusia yang 
masuk dalam lima pokok yang harus dilindungi dalam hukum Islam selain 
agama, akal, harta, dan nasab. Bisa dibayangkan, seandainya ada seorang 
koruptor yang sudah dieksekusi mati, tetapi ternyata dalam perkembangan 
berikutnya ia tidak terbukti melakukan korupsi, pasti akan berakibat sangat 
fatal. Belum lagi jika ternyata belum bisa dilakukan secara adil atau masih 
tebang pilih sesuai dengan selera kelompok dan kepentingan politik tertentu, 
hal itu tentu akan sangat runyam.39
       Hukuman mati sebagai takzir memang diperbolehkan, tetapi dalam 
menentukan jarimah yang layak diganjar dengan hukuman mati, ulama 
                                                          
39M Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta; Amzah, 2016) h. 207
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berbeda pendapat. Perbedaan pendapat mereka bisa dikemukakan sebagai 
berikut. 
a. Menurut Ulama Kalangan Hanafiyah 
              Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan 
sebagai pertimbangan politik Negara serta dilaksanakan demi 
kemaslahatan umum terhadapa pelaku jarimah tertentu yang sangat keji 
dan dilakukan secara berulang-ulang. Pelaku yang dapat dijatuhi takzir 
berupa hukuman mati adalah pelaku pembunuhan dengan benda keras, 
pelaku sodomi, dan pelaku pelecehan terhadap nabi Muhammad saw. 
Demikian juga orang yang berulang kali mencuri, merampok, 
mempratikkan sihir, melakukan perbuatan zindik, dan berselingkuh, 
Abdul Muhsin Al-Thariqi mengatakan bahwa masalah ini sulit 
dibuktikan sebab menuduh orang lain berzina tanpa bukti juga 
merupakan jarimah.
b. Menurut Ulama Kalangan Syafi’iyah
              Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan 
terhadap orang yang mengajak pihak lain untuk melakukan hal-hal yang 
bertentangan dengan dan Al-qur’an dan Hadis. Dikalangan ulama 
Syafi’iyah juga ada yang berpendapat bahwa pelaku sodomi harus 
dinganjar dengan hukuman mati sebagai takzir tanpa membedakan pakah 
pelaku sudah pernah menikah atau belum. Hal ini merupakan pendapat 
minoritas ulama Syafi’iyah. Adapun pendapat mayoritas mereka tetap 
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tidak mengakui adanya hukuman mati sebagai takzir sebagaimana yang 
dinyatakan Abdul Qadir Audah sebagai berikut ”para ulama kalangan 
syafi”iyah dan tokh-tokoh besar ulama kalangan malikiyah tidak 
memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati sebagai takzir. Mereka 
cenderung memilih untuk memperlama masa penahanan (penjara seumur 
hidup) bagi pelaku kejahatan yang bisa merusak  dan membahayakan 
sampai pada masa yang tidak ditentukan agar kejahatannya bisa dicegah 
dan tidak menyebar di masyarakat.
c. Menurut Ulama Kalangan Malikiyah 
              Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir diperbolehkan, seperti 
hukuman mati bagi mata-mata yang memihak kepada musuh. 
sehubungan dengan itu, Shalih Al-Utsaimin mengemukakan bahwa mata-
mata yang memihak musuh, boleh dihukum mati. Alasannya adalah 
kasus Hatib Bin Abi Balta’ah. Jika bukan karena bagian dari pasukan 
perang Badar, pasti sudah dihukum mati.
              Mengenai masalah hukuman mati sebagai takzir, Abdul Azis Amir 
mengatakan bahwa konon imam malik membolehkan hukuman mati 
diberlakukan kepada kaum Qadhariyah karena fasad,  bukan karena 
kemurtadan mereka. Namun, Wahbah Al-Zuhaili tidak menyinggung 
tentang hukuman mati bagi kaum Qadhariyah yang konon merupakan 
pendapat imam malik, Al-Zuhaili mengatakan “Ulama Malikiyah, 
Hanabilah dan lain-lain memberbolehkan diberlakukannya hukuman mati 
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bagi mata-mata muslim yang membocorkan rahasia kepada musuh dan 
membahayakan kaum muslimin. Akan tetapi, Imam Abu Hanafiah dan 
Imam Syafi’iyah tidak memperbolehkannya”.
d. Menurut Ulama Kalangan Hanabilah
              Sekelompok ulama Hanabilah, antara lain Ibnu Aqil, berpendapat 
bahwa mata-mata muslim yang membocorkan rahasia kepada musuh dan 
membahayakan kaum muslimin boleh dihukum mati sebagai takzir. 
Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian mereka yang mengatakan 
bahwa para pelaku bid’ah juga bisa dihukum mati. Demikian pula seiap 
orang yang selalu berbuat kerusakan sehingga merugikan banyak pihak 
dan satu-satunya cara untuk memberantas adalah dengan hukuman 
mati.40
       Dari berbagai pendapat ulama, bisa diketahui bahwa hukuman mati 
sebagai takzir dapat diberlakukan terhadapa tindak pidana tertentu 
sehubungan dengan itu, tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dalam 
keadaan tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sudah sangat 
layak diberlakukan.
       Tujuan pidana adalah umumnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan 
kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman 
                                                          
40M Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta; Amzah, 2016), h.217-220
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masyarakat. Oleh karna itu putusan hakim harus mengandung rasa keadilan 
agar dipatuhi oleh masyarakat. Jenis hukuman yang menyangkut tindak 
pidana criminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian yaitu (a) 
ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk 
qishash dan diat yang tercantum didalam Al-qur’an dan Al-hadits. Hal ini 
dimaksud disebut hudud, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim 
melalui putusannya yang disebut hukum Ta’zir. Hukum publik dalam ajaran 
Islam adalah jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam 
dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun jarimah ta’zir41. Ini 
semua diberlakukan agar pelaku kejahatan dapat merasa dibatasi sehingga 
mereka tidak lagi melakukan kejahatan.
                                                          
41Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Cet I, Jakarta; Sinar Grafika, 2007) h.11 
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BAB IV
ANALISIS DAMPAK YANG DITIMBULKAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM
A. AKIBAT YANG DI TIMBULKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
        Kini sudah menjadi gejala umum suap/korupsi digunakan untuk 
mendapatkan apa saja yang diinginkan. Karena itu, kampanye kembali 
kejalan agama dan etika perlu ditingkatkan dan hendaklah dimulai dari 
kalangan atas, karena sesunggunya dikalangan ataslah yang banyak terjadi 
penyimpangan. Yang penting sekarang, ialah mendorong orang agar takut 
kepada Allah swt. Karena hanya ketakutan akan pembalasan Allahlah 
seseorang akan berpikir berkali kali untuk melakukan maksiat.42 Selain itu 
kondisi social yang memperkecil peluang terjadinya korupsi perlu diciptakan 
juga. Artinya, hendaklah dalam kegiatan pelayanan umum, pemerintah tidak 
memperbanyak syarat-syarat yang harus dipenuhi rakyat atau pengusaha.
        Menurut David H. Bayley yang dikutip dalam buku Hukum Pidana 
Islam yang ditulis oleh Mustofa Ahmad dan beni Ahmad Subeni menyatakan 
bahwa akibat-akibat korupsi, tanpa memerhatikan akibat baik atau buruk, bisa 
dikategorikan menjadi dua. Pertama, akibat langsung tanpa perantara. Ini 
adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan korupsi. Kedua, 
akibat tidak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan 
                                                          
42Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum (Cet I. Jakarta; Kompas, 
2001) h. 65 
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tertentu dalam hal ini perbuatan korupsi yang telah dilakukan43. Korupsi bisa 
memiliki akibat yang positif disamping banyak berakibat negative. Akibat 
korupsi yang positif, misalnya :
1. akibat perbuatan korupsi lebih baik daripada akibat-akibat keputusan yang 
jujur apabila kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan 
system yang berlaku lebih buruk daripada keputusan yang didasarkan atas 
korupsi.
2. Memperbanyak jatah sumber – sumber masuk kebidang penanaman modal 
dan tidak kebidang komsumsi 
3. Meningkatkan mutu para pegawai negeri
4. Sifat kolutif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi penggati 
system pekerjaan umum 
5. Membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok –kelompok yang 
akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan, suatu tempat 
dalam system yang tengah berlaku.
6. Memperlunak system masyrakat tradisional yang berusaha keras 
mengubahnya menjadi masyarakat bersendi barat.
7. Memberi jalan memperlunak kekerasan rencana pembangunan ekonomi 
dan social susunan golongan elite.
                                                          
43 Mustofa Ahmad dan Beni Ahmad Subeni, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah
(Bandung; Pustaka Setia, 2013) h. 387
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8. Dikalangan ahli – ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut 
soal-soal idelogi atau kepentingan – kepentingan yang tidak dapat 
disepakati.
9. Di Negara – Negara yang sedang berkembang, korupsi dapat mengurangi 
ketegangan potensial yang elumpuhkan antara pemerintah dan politisi
       Sementara itu, akibat-akibat negative yang ditimbulkan oleh korupsi lanjut 
bayley44, antara lain :
1. Merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan – tujuan yang 
ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan.
2. Menyebabkan kenaikan biaya administrasi.
3. Jika dalam bentuk “komisi” akan mengakibatkan berkurangnya jumlah 
dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum.
4. Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat 
pemerintahan.
5. Menurunkan martabat penguasa resmi
6. Memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat
7. Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan 
tindakan yang perlu bagi pembangunan tetap tidak populis.
8. Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan – hubungan khusus 
9. Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam.
10. Menghambat waktu pengambilan keputusan.
                                                          
44  Mustofa Ahmad dan Beni Ahmad Subeni, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah
(Bandung; Pustaka Setia, 2013)h. 388
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       Disisi lain, Allah swt. melarang sesuatu, yang pada hakikatnya pasti
terkandung keburukan dan mudharat (bahaya) bagi pelakunya, begitu pula 
dengan perbuatan korupsi yang dimana dapat membuat masyarakat semakin 
sengsara. Allah swt. Berfirman QS As-Syuura/42: 42.
            
       
Terjemahan :
“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia 
dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab 
yang pedih”45.
Sementara dampak lain, yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, 
setidaknya terdapat pula konsekuensi. Konsekuensi yang bersifat negatif yang 
secara sistematik di proses secara demokrasi dan pembangunan yang 
berkelanjutan, hal ini dapat dilihat pada :
a. Korupsi mendelegetimasikan proses demokrasi dengan mengurangi 
kepercayan public terhadap proses politik melalui politik uang.
b. Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan public, dan 
menafikan the rule of law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada 
kekuasaan dan pemilik modal.
c. Korupsi meniadakan system promosi dan hukuman yang berdasarkan 
kinerja karena hubungan patron-client dan nopetisme.
                                                          
45Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 487
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d. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum 
bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga 
menganggu pembangunan yang berkelanjutan.
e. Korupsi mengakibatkan system ekonomi karena produk yang tidak 
kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.
Korupsi yang sistematik dapat menyebabkan :
a. Biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan intensif.
b. Biaya politik oleh oleh penjarahan atau pengangsiran terhadap suatu 
lembaga public.
c. Biaya social oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan 
tidak semestinya.
       Ada beberapa dampak buruk yang akan diterima oleh kaum miskin akibat 
korupsi, diantaranya. Pertama, Membuat mereka (kaum miskin) cenderung 
menerima pelayanan sosial lebih sedikit. Instansi akan lebih mudah ketika 
melayani para pejabat dan konglemerat dengan harapan akan memiliki gengsi 
sendiri dan imbalam materi tentunya, peristiwa seperti ini masih sering kita 
temui ditengah–tengah masyarakat. Kedua, Investasi dalam prasarana 
cenderung mengabaikan proyek–proyek yang menolong kaum miskin, yang 
sering terjadi biasanya para penguasa akan membangun prasarana yang 
mercusuar namun minim manfaatnya untuk masyarakat, atau kalau toh ada 
biasanya momen menjelang kampanye dengan niat mendapatkan simpatik 
dan dukungan dari masyarakat. Ketiga, orang yang miskin dapat terkena 
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pajak yang regresif, hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki wawasan dan 
pengetahuan tentang soal pajak sehingga gampang dikelabuhi oleh oknum. 
Keempat, kaum miskin akan menghadapi kesulitan dalam menjual hasil 
pertanian karena terhambat dengan tingginya biaya baik yang legal maupun 
yang tidak legal, sudah menjadi rahasia umum ketika seseorang harus 
berurusan dengan instansi pemerintah maka dia menyediakan uang, hal ini 
dilakukan agar proses dokumentasi tidak menjadi berbelit–belit bahkan ada 
sebuah pepatah “kalau bias dipersulit kenapa dipermudah”.
B. EFEKTIVITAS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK 
PIDANA KORUPSI
       Seiring dengan diberlakukangnya aturan-aturan tentang pemberantasan 
korupsi, apakah sanksi sudah memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi 
atau justru berbanding terbalik. Penerapan sanksi pidana dalam setiap 
pelanggaran hukum yang terjadi tujuannya adalah selain untuk menimbulkan 
efek jera kepada para calon pelaku lainnya, tetapi juga sebagai bentuk 
kepastian hukum yang telah ada. Jika kepastian hukum sudah tercapai, maka 
hal ini akan berdampak pada terciptanya sebuah keteraturan atau ketertiban 
dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban sangat identik 
dengan budaya hukum, karena masayarakat yang budaya hukumnya sudah 
baik akan tercermin dari rendahnya tingkat pelanggaran hukum di negara 
tersebut.
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       Hukuman yang berniat menghukum manusia akan membinasakan 
manusia, tetapi hukuman yang berniat mendidik manusia dengan aturan akan 
membuat manusia, dari generasi ke genarasi, akan semakin baik.
Di dalam QS Gafir /40: 58.
           
       
Terjemahan
“Dan, tidaklah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat, dan 
tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh 
dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil 
pelajaran”.46
       Ketika dicermati, Allah menutup kalimat di ayat ini dengan istilah 
pelajaran. Pelajaran adalah indikasi dari pembelajaran adalah bagian dari 
sebuah proses pendidikan. Dengan demikian, hukuman terkait erat dengan 
misi besar dalam sebuah program pendidikan47.
       Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini memang sangat
menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sehingga tidak heran jika 
pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik selalu dihiasi oleh 
gerakan-gerakan kelompok masyarakat yang menginginkan pengusutan 
secara tuntas setiap tidank pidana korupsi yang terjadi. Korupsi seakan tidak 
pernah matinya, bahkan cenderung tumbuh subur dan bahkan bisa jadi 
korupsi itu adalah peliharaannya partai politik karena bisa menghasilkan uang 
                                                          
46 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 473
47M Helmi Umam, Pandangan Islam Tentang Korupsi, Teosofi Vol. 3 No. 2 (2013) h. 
478
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untuk melanggengkan kekuasaan yang sedang mereka pegang. Dampak dari 
korupsi itu sendiri bukan hanya menimbulkan kerugian pada keuangan atau 
perekonomian negara, tetapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang 
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian hak azasi 
manusia. Terdapat cukup alasan rasional mengkategorikan korupsi sebagai 
kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga pemberantasannya 
perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (extraordinary measure) 
dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula 
(extraordinary instrument).
       Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi memiliki beberapa 
aspek atau kepentingan yang harus diperhatikan, pertama memperhatikan 
aspek pelaku, perlu diketahui bahwa pelaku adalah orang yang memiliki 
posisi dimasyarakat, karena kemampuannya, mereka diberi posisi untuk 
mengelola kauangan, kedua memperhatikan aspek korban, korban dalam 
tindak pidana korupsi adalah Negara, karena uang Negara yang telah diambil, 
dicuri, dirampas, dirampok, oleh koruptor melalui perbuatan melawan hokum 
(suap, mark up, peyalahgunaan wewenang, dll), padahal uang tersebut 
diperuntukkan untuk kepentingan Negara dan untuk mengatasi masalah-
masalah Negara, dan ketiga adalah aspek masyarakat, bahwa kepentingan 
masyarakat tidak terpenuhi akibat tindak pidana korupsi.
       Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting juga akan 
membawa kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu timbulnya efek jera sehingga 
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dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya 
ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum 
dan aparatur penegakan hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap 
lembaga penegak hukum akan menguat. Sebaliknya bila terjadi inkonsistensi 
dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai 
bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, 
sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, 
hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh 
masyarakat.48
       Dalam menciptakan imbas jera pada pelaku korupsi ada dua langkah 
yang dapat dilakukan49.
1.  Langkah pertama ialah melakukan terobosan hukum, di mana sine qua non 
keberanian dari para penegak hukum buat melakukan terobosan ekstrem. 
Seperti yang dilakukan di China, yang menghukum wafat para pelaku 
tindak pidana korupsi berapapun nilai korupsi yang dilakukannya. Hal ini 
terbukti cukup efektif dalam mengurangi budaya korupsi nan tumbuh 
fertile dalam institusi pemerintahan China.
       Tentu hal ini harus diikuti dengan keberanian buat menerapkannya 
pada siapapun juga, tanpa peduli interaksi sang tersangka dengan penegak 
hukum. Dalam melakukan hal ini sangatlah dibutuhkan keberanian 
                                                          
48Bambang Waluyo,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)
(Jakarta; Sinar Grafika,2016) h. 106 
49Bambang Waluyo,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)
(Jakarta; Sinar Grafika,2016) h. 108 
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ataupun ketegasan dari para penegak dan pembuat hukum. Karena 
misalnya di negara kita diterapkan sanksi hukuman mati bagi para 
koruptor maka tentunya akan mengundang pro kontra dari banyak pihak.
       Seperti halnya kasus pemberian sanksi hukuman mati pada terpidana 
kasus narkobapun sudah menimbulkan pro kontra. Bahkan saat ini sudah 
ada pemberian remisi ataupun pengampunan sanksi dari presiden kepada 
terpidana sanksi hukuman mati menjadi sanksi seumur hidup atau yang 
lebih ringan ini. Hal ini terjadi sebab dianggap bahwa pemberian sanksi 
hukuman mati kepada terpidana kasus bisa bertentangan dengan hak Asasi 
Manusia. Seakan keputusan buat mengakhiri hidup seseorang ialah sangat 
bertentangan dengan hak hidup dari orang tersebut.
       Hal ini sejatinya bisa dilihat sebagai sebuah hal yang tidak berimbang. 
Siapapun yang memiliki pendapat di atas bahwa hukuman mati 
bertentangan dengan hak asasi manusia buat hidup, sejatinya semua pelaku 
kasus narkoba juga sudah bertentangan dengan hak asasi manusia orang 
lain. Mereka dalam mengedarkan narkoba juga sudah merusak hidup orang 
lain.
       Demikian halnya dengan kasus para koruptor. Apa yang telah mereka 
lakukan dalam merampok dan menghabiskan uang rakyat bisa 
terkategorikan sebagai tindakan nan menyalahi hukum dan melanggar hak 
orang lain. Uang yang seharusnya digunakan buat kepentingan umum, 
diambil buat kepentingan sendiri. Sehingga rakyat tidak jadi menikmati 
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apa yang seharusnya mereka terima. Jadi memang tak ada salahnya buat 
memberikan sanksi yang berat kepada pelaku korupsi agar bisa 
memberikan imbas jera terhadap mereka dan koruptor yang lainnya.
       Untuk saat ini, sanksi para pelaku korupsi dinilai dan dirasa masih 
sangatlah ringan. Sebut saja sanksi seorang terpidana korupsi dari anggota 
Dewan perwakilan rakyat yang terbukti telah melakukan korupsi 
bermilyaran rupiah hanya dihukum dengan sanksi empat setengah tahun 
penjara. Hukuman ini memang sangatlah ringan, coba bandingkan dengan 
kasus pencurian singkong oleh seorang nenek di sebuah kebun singkong. 
Ia melakukan tindak pencurian itu sebab ingin buat memberi makan 
cucunya sedangkan ia tidak mampu buat memberikan makan kepada 
cucunya tersebut. Dan sanksi yang diberikan kepada si nenek ialah dua 
setangah tahun penjara. Jika kita bandingkan dua kasus ini maka akan 
terlihat begitu sangat tak adilnya hukum di Indonesia kita tercinta ini.
       Satu kasus sudah memakan uang rakyat dengan jumlah yang begitu 
banyak. Dan ia hanya menerima sanksi empat tahun penjara. Sedangkan 
satu kasus yang lain hanya melakukan pencurian sebuah singkong saja 
sudah dihukum dua tahun setengah.
       Inilah yang membuat para pelaku ataupun tindak korupsi menjadi 
semakin merajalela. Karena mereka tahu bahwa sanksi yang akan 
diberikan tidaklah seberat yang dibayangkan. Jika jaksa menuntut 
beberapa tahun lamanya, tentu sanksi hakim akan jauh lebih ringan dari 
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apa yang dituntut oleh jaksa. Terlebih kehidupan para terpidana kasus 
korupsi ini pun bisa dikatakan masih layak di dalam penjara. Mereka tetap 
mendapatkan banyak fasilitas yang mewah. Boleh dikatakan kemewahan 
yang mereka bisa di luar penjara masih tetap dibawa ke dalam penjara.
       Hal ini semakin membuktikan bahwa menjadi koruptor tidaklah akan 
menerima banyak hukuman yang berat. Hukum masih mempunyai celah 
buat bisa dibeli. Sehingga dapat saja lepas dari jeratan hukum dengan lebih 
mudah. Atau paling tak mendapatkan sanksi yang masih bisa dibilang 
ringan. Dengan semua hal ini maka sangatlah jauh dari asa bahwa sanksi 
korupsi dapat memberikan imbas jera kepada pelakunya. Sanksi yang 
diterima dengan laba yang diperoleh sangatlah jauh sekali. Lebih kecil 
sanksi yang diterima daripada laba yang diperoleh ketika seseorang 
melakukan sebuah tindak kejahatan korupsi. Jadi tak heran sekali jika 
budaya korupsi nan ada di negeri ini tak membuat jera setiap pelakunya.
2.  Langkah kedua ialah dengan sanksi sosial.
      Hukuman ini lebih bersifat pada penciptaan hukuman masyarakat. 
Salah satunya dengan melakukan blow up atau penghembusan info korupsi 
yang dilakukan seseorang pada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat 
akan tahu siapa saja orang yang melakukan korupsi tersebut. Sehingga 
diharapkan pemberitaan ini bisa membuat jera para pelaku tindak korupsi. 
Selain itu, hal ini diharapkan juga sebagai bahan pemikiran bagi mereka 
yang hendak melakukan tindak korupsi.
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       Langkah lain yang dapat dilakukan terkait sanksi sosial ini ialah 
dengan menggunakan sanksi kerja paksa sosial. seorang pelaku korupsi 
dihukum buat melakukan kerja sosial seperti menyapu jalanan atau 
membersihkan kamar mandi generik dengan menggunakan seragam 
khusus. Hal ini akan memunculkan rasa malu pada pelaku korupsi. Tidak 
perlu takut dengan ancaman bahwa sanksi ini ialah sebuah pelanggaran 
hak asasi manusia. Sebab pada dasarnya, korupsi juga sebuah tindakan 
pelanggaran hak asasi manusia. Di mana pelaku merampas hak orang 
banyak buat mendapatkan kesempatan menikmati kehidupan yang lebih 
baik lagi.
        Hukuman sosial ini juga pernah terjadi wacana sebelumnya. Misalnya 
dengan memberikan pakaian spesifik bagi para terdakwa kasus korupsi. 
Wacana ini bermaksud agar memang para tersangka korupsi ini bisa 
dengan mudah dikenali sebagai tersangka korupsi. Hal ini juga buat 
memberikan imbas malu pada diri mereka terhadap evaluasi masyarakat. 
Beberapa waktu yang lalu sudah dirancang beberapa jenis pakaian buat 
para tersangka korupsi ini. pakaian dibuat dengan bahan corak yang terang 
sehingga mudah ditangkap perhatian. Dengan ini akan semakin jelas 
menampakkan sosok dari si tersangka. Wacana ini muncul dampak adanya 
kenyataan bahwa kebanyakan para tersangka koruptor wanita tetap bisa 
berpenampilan menarik atau cenderung menor dalam proses sidang yang 
dilakukan. Seakan mereka melupakan kasus apa yang sedang terjadi. 
Mereka pun tetap bisa mengenakan aneka pakaian dengan kualitas yang 
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baik dan tinggi. Hal inipun juga bertentangan bahwa sejatinya mereka 
sedang terbelit kasus memakan uang rakyat.
       Untuk itu maka dihembuskanlah wacana pemberian pakaian spesifik 
tersangka korupsi. Karena memang tindakan korupsi dirasa sebagai sebuah 
tindakan yang begitu membawa keburukan bagi kehidupan masyarakat. 
Sehingga bagi para pelakunya harus diberikan sanksi yang berat dan setimpal. 
Itulah beberapa info korupsi yang dapat dijadikan refleksi bahwa sanksi bagi 
para koruptor belum dapat memberikan imbas jera kepada mereka. Akibatnya 
bibit korupsi masih saja dapat tumbuh liar dan fertile di negeri ini.
C. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM 
ISLAM
       Penegakan hukum terhadap kasus korupsi selama ini bergantung kepada 
manajemen pemerintah (management by order) dan lebih ditekankan pada 
kebijakan sesaat, sehingga sasaran kebijakan yang akan dicapai seolah-olah 
samar-samar. Dalam kaitan ini sudah saatnya digunakan manajemen sistem 
dengan mengurangi tolok ukur kuantitatif sebagai ukuran keberhasilan 
penegakan hukum, khususnya terhadap korupsi. 50 Lemahnya system 
penangan dan pemberantasan korupsi menyebabkan para koruptor bebas 
menjalankan aksinya tanpa merasa takut untuk ditangkap dan diadili. Apalagi 
                                                          
50Alfitra,  Pemiskinan Terhadap Tindak PIdana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana 
Positif dan Hukum Pidana Islam, Miqot Vol, XXXIX No. 1 (2015) h. 100
68
sumber daya manusia dan kekuatan imam dan moral di lingkungan instansi 
yang berkaitan dengan hukum juga dipertanyakan kredibiltasnya.
       Banyak bukti bahwa para penegak hukum juga terlibat didalamnya, baik 
sebagai penjaga maupun pemulus jalan atau pem-back up hukum dan 
sebagainya.  Jika tidak lolos diinstitusi yang satu, bisa lolos diinstitusi lain, 
sehingga tidak heran jika orang mengatakan bahwa koruptor di Indonesia 
tidak lepas oleh Polisi, pasti lepas oleh Jaksa. Jika divonis oleh hakim, maka 
dirumah tahanan akan dilepas oleh petugas lapas. Mengingat lemahnya 
system institusi sebuah Negara yang menangani dan memberantas  
permasalahan korupsi, sangat penting dan mendesak dibentuk suatu badan 
atau komisi khusus yang menangani pemberantasan korupsi. 
       Harapan bebas dari korupsi hanya bisa terjadi jika pemberantasan korupsi 
dilakukan menggunakan sistem lain, sebab sistem yang ada justru menjadi 
faktor muncul dan langgengnya korupsi. Sistem yang bisa diharapkan itu 
tidak lain adalah syariah Islam. Hal itu mengingat : pertama dasar akidah 
Islam melahirkan kesadaran senantiasa diawasi oleh Allah, kedua sistem 
politik Islam termasuk dalam hal pemilihan pejabat dan kepala daerah tidak 
mahal,  ketiga, politisi, dan proses politik, kekuasaan dan pemerintahan tidak 
tergantung oleh parpol, keempat struktur dalam sistem Islam semuanya 
berada dalam satu kepemimpinan khalifah, kelima, praktek korupsi andai 
terjadi bisa diberantas dengan sistem hukum syariah, bahkan dicegah agar tak 
terjadi.
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       Penerapan sistem syariah telah dibuktikan pada masa pemerintahan 
khalifah Umar bin Khattab ra dan disetujui para sahabat sehingga menjadi 
ijmak sahabat. Harta pejabat dan pegawai dicatat. Jika ada kelebihan yang tak 
wajar, maka yang bersangkutan wajib membuktikan hartanya diperoleh 
secara legal. Jumlah yang tidak bisa dibuktikan, bisa disita seluruhnya atau 
sebagian dan dimasukkan ke kas baitul mal. Islam memandang bahwa 
kepribadian (syakshyiah) para pejabat Negara yang melayani  kepentingan 
masyarakat, mengelola keuangan Negara, menjaga harta kekayaan milik 
kaum muslimin dan  menjalankan sistem hukum Islam ditengah-tengah 
masyarakat harus qualified. Orang yang benar-benar muslim tidak akan 
melakukan korupsi sebab ia amat paham bahwa Allah senantiasa mengawasi 
dirinya dan menuntut pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya. 
Jadi jika seorang pejabat tidak lagi mempunyai sifat takwa, tidak takut 
terhadap pengawasan Allah SWT, maka dapat dipastikan ia memiliki sifat 
zalim dan menindas rakyat51.
       Berdasarkan fakta historis, maka untuk memberantas korupsi  diperlukan
seorang pemimpin yang amanah dan tegas. Seorang pemimpin yang harus 
menjadi figur pejabat paling bersih di negeri ini, dimana jika dia bebas dari 
korupsi maka pasti akan bisa bersikap tegas terhadap bawahan dan pemimpin 
lain untuk tidak melakukan korupsi. Harus ada dua pembenahan sekaligus 
bagi suatu negeri jika ingin lepas dari korupsi,yaki pemilihan pemimpin yang 
amanah dan penerapan system yang baik. Rakyat butuh keteladanan seorang 
                                                          
       51Abu Fuad, 36 Soal JawabTentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam (Jakarta; Pustaka 
Tarizzul Izzah, 2003) h. 140
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pemimpin. Namun, pemimpin yang baik pun tidak akan bisa terbebas dari 
korupsi jika sistemnya memang memicu dan memacu korupsi. Oleh karena 
itu, harus ada ada perubahan system. Sistem yang baik adalah sistem yang 
datang dari Yang Maha baik, Allah SWT, yakni sistem syariah Islam. Sistem 
ini dibangun berdasarkan keimanan, dimana suasana iman melekat dalam 
setiap orang sehingga ini menjadi kontrol yang melekat untuk tidak 
mengkhianati amanat rakyat. Sistem ini memiliki perangkat hukum yang 
tegas bagaimana menghukum para koruptor dan menciptakan suasana 
keimanan ditengah-tengah aparat Negara sehingga mereka takut berbuat 
maksiat.
       Melihat dari sanksi pidana Tindak pidana Korupsi yang dikategorikan 
sanksi hukumnya dipersamakan dengan penyuapan, pencurian dan 
perampokan tentu ini akan menimbulkan efek, setidaknya pelaku menjadi 
takut untuk melakukan korupsi. Namun, pada kenyataan sanksi yang dibuat 
semata mata dihiraukan dan justru malah bertambah. Para ulama bersepakat 
untuk membentuk fiqh antikorupsi, ini untuk memanimalisir tindak kejahatan 
korupsi, setidaknya ada empat point yang bisa dipetik untuk memberantas 
tindak pidana korupsi yaitu :
1. sistem penggajian yang layak. 
2. larangan menerima suap dan hadiah, 
3. penghitungan kekayaan.
4. hukuman setimpal.
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       Disisi lain, menurut pandangan hukum Islam ada tiga usaha yang harus 
dilakukan untuk memberantas tindak pidan korupsi :
1. Memaksimalkan Hukuman
Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran 
pidana pada dua aspek dasar, yaitu ganti rugi/balasan (retribution) dan 
penjeraan (deterrence). Dalam hal retribusi sebagai alasan rasional 
dibalik pemberian hukuman, dua hal secara inhern menjadi unsur yang 
harus ada di dalamnya yaitu: (1). kekerasan suatu hukuman, dan (2) 
keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal. 
Sedangkan tujuan penjeraan yang pokok adalah mencegah terulangnya 
perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Penjeraan memiliki dua efek, 
yaitu internal dan jeneral. Internal supaya pelakunya kapok, tidak 
mengulangi perbuatannya lagi. Jeneral maksudnya penjeraan itu 
diproyesikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk 
melakukan tindak kriminal.
Dalam hal pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi karena termasuk jarimah ta’zir maka hakim yang menentukan. 
Hakim bisa berijtihad dalam menentukan berat ringannya hukuman. 
Meski demikian, dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang 
hakim harus mengacu kepada tujuan syara’ dalam menetapkan hukuman, 
kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi 
serta kondisi sang koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan 
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korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang 
lain.
Karena hakim memiliki kewenangan untuk berijtihad dalam 
menentukan hukuman  terhadap  koruptor,  maka  menurut  penulis,  
hakim   bisa  merujuk  atau menjadikan bahan pertimbangan bentuk-
bentuk sanksi  mengenai  korupsi  yang ada dalam hukum Islam. Bahkan 
hukuman untuk korupsi, beberapa tahun lalu kalangan Nahdlatul Ulama 
(NU) sudah pernah mengumumkan fatwa yang cukup “menghebohkan”, 
fatwa itu menegaskan bahwa korupsi adalah kemungkaran yang sangat 
besar. Sehingga para koruptor layak dihukum mati, dan kalau koruptor 
mati tidak perlu dishalati. Begitu pula kaum ulama Muhammadiyah yang 
juga telah menyatakan bahwa “korupsi adalah syirik akbar yang dosanya 
tidak diampuni oleh Allah”.
2. Penegakan Supremasi hukum
Dalam sejarah peradilan Islam, tegaknya supremasi hukum 
(supreme of court) didukung oleh beberapa faktor, yaitu: pertama lembaga 
peradilan yang bebas. Maksudnya  kekuasaan  kehakiman  harus  memiliki  
kebebasan  dari  segala  macam intervensi  kekuasaan eksekutif. Kedua, 
amanah.  Maksudnya kekuasaan kehakiman merupakan amanah dari Allah 
SWT. Oleh karena itu, sebelum memutuskan, hakim selalu berlindung dan 
mengharap ridha Allah agar hukum yang ditetapkan memiliki rasa 
keadilan.
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Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat karena salah 
satu falsafah diberlakukannya hukum adalah untuk menegakkan keadilan. 
Di depan hukum semua orang  sama  sebagaimana  adagium  hukum yang  
selalu  dikutip  para  ahli  hukum “Equality Before Law”.  Untuk  
menegakkan  keadilan  tersebut  Allah  SWT menegaskan dalam tiga ayat 
dalam Firmannya,  yakni  pertama surat An-Nisa’ ayat (57) bahwa 
menegakkan hukum adalah kewajiban bagi  semua orang. Kedua surat Al-
Maidah ayat (8) bahwa setiap orang apabila menjadi saksi hendaknya 
berlaku jujur dan adil. Ketiga surat An-Nisa’ ayat (135) bahwa manusia 
dilarang mengikuti hawa nafsu.
Untuk memberantas korupsi di Indonesia mau tidak mau hukum 
harus tegak, hukum harus jadi panglima di negeri ini, lembaga peradilan 
harus amanah dan bebas dari  segala  intervensi  siapapun,  sebagai  
benteng  terakhir  para  pencari  keadilan, lembaga  peradilan harus  
memberikan  jaminan  rasa  adil  bagi  setiap warga  tanpa pandang bulu. 
Jangan lagi ada ungkapan bahwa hukum menampakkan ketegasannya 
hanya terhadap orang-orang kecil,  lemah,  dan tidak punya  akses, 
sementara  jika berhadapan dengan orang-orang ‘kuat’, memiliki akses 
kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat. 
Penegakan supremasi hukum harus adil tanpa pandang bulu, baik orang 
lemah, orang kuat, orang miskin, orang kaya, anak petani, anak pejabat. 
Kalau melakukan korupsi harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. 
Rasulullah telah memberi contoh bahwa beliau sendiri yang akan 
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memotong tangan putri yang paling dicintai,  Fatimah,  andaikan Fatimah 
mencuri.  Pengadilan harus memiliki kewibawaan di depan para pencari 
keadilan, sehingga siapapun tidak akan coba-coba untuk merongrong 
kewibawaan lembaga peradilan.
3. Revolusi Kebudayaan (Mental)
Korupsi  layaknya  sudah  menjadi  budaya  khas  Indonesia.  Hampir  
setiap aktifitas  sedikit  banyak  berkelindan   dengan  korupsi,  mau  
menjadi  PNS  harus nyogok, mau jadi polisi/TNI juga harus nyogok, mau 
ngurus SIM dan STNK harus ada punglinya, biaya proyek harus di  mark 
up, mau sekolah di sekolah negeri pun harus  dengan  ‘uang  ekstra’  
bahkan  beasiswa  untuk  mahasiswa  tidakmampu  pun harus  juga  
disunnat  atau  kalau  tidak  harus  memberikan  ‘uang  sukarela’  kepada 
pengurus  beasiswa  padahal  mereka  sudah  memperoleh  honor  
tersendiri  dari pengurusan beasiswa tersebut.  
Paradigma birokrasi di negeri ini masih berkiblat pada paradigma 
lama yaitu paradigma “kekuasaan” bukan paradigma pelayanan sehingga 
segala sesuatunya pemegang kekuasaan yang mengatur. Jika ingin 
mendapatklan perlindungan pekerjaan, proyek dan lain sebagainya harus 
memberikan “sesuatu”, suap dan sogokan kepada penguasa yang melayani.
Ketika korupsi sudah menjadi budaya, menurut Musa Asy’arie tidak 
ada jalan lain yang dapat diharapkan untuk memberantas tindakan korupsi 
melainkan dengan melakukan  revolusi  kebudayaan. Yang dimaksud 
revolusi kebudayaan adalah mengubah secara fundamental tata pikir, tata 
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kesadaran dan tata perilaku sebagai akar budaya politiknya. Jadi untuk 
memberantas korupsi di Indonesia harus ada perubahan secara 
fundamental  tata pikir,   tata kesadaran dan tata perilaku seluruh bangsa 
Indonesia mulai dari pejabat yang tertinggi sampai rakyat jelata.
Lebih lanjut Musa Asy’arie mencontohkan revolusi kebudayaan yang 
pernah terjadi dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Beliau 
telah mengubah akar budaya masyarakatnya, melalui perombakan sistem 
ketuhanan, dari mempertuhankan berhala sebagai manifestasi simbolik 
kekayaan dan kekuasaan yang disakralkan dan diciptakan manusia sendiri, 
kemudian diubah hanya mempertuhankan Tuhan Yang Maha  Tunggal  
dan yang menciptakan manusia.  Tuhan yang menpciptakan, bukan yang 
diciptakan.
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BAB V
PENUTUP 
A. KESIMPULAN
      Berdasarkan berbagai penjelasan dan uraian bab perbab dari penelitian 
ini,  maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama 
sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan 
kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat 
merugikan departemen atau instasi terkait lain. Olehnya itu, Korupsi sudah 
dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa yang sudah merenggut 
hak dari rakyat yang dimana uang yang semestinya di gunakan untuk 
kemaslahatan umat malah digunakan untuk kepentingan pribadi. 
Sedangkan menurut Islam Korupsi dipersamakan dengan al-ghulul yaitu 
mengambil sesuatu dari harta rampasan perang lantaran takut tidak 
mendapatkan bagian. Sehingga Korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu 
bentuk perbuatan yang syirik karna menjadikan uang sebagai sumber 
kekuatan (The Power Of Money) yang tidak dapat diampuni oleh Allah 
swt.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam undang-
undang positif sudah jelas diatur, berbeda halnya menurut hukum Islam
dapat di persamakan dengan ghulul(Pencurian), risywah 
(gratifikasi/penyuapan), ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain), 
khiyanat (Pengkhianatan), Sariqah (Pencurian), dan hirabah 
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(perampokan). Namun beberapa ulama menegaskan bahwa hukuman yang 
diberlakukan kepada pelaku Korupsi adalah tindak pidana Ta’zir. Ta’zir 
berarti mencegah atau menolak. Ini bertujuan untuk membuat pelaku tidak 
mengulangi perbuatannya lagi atau menimbulkan efek jera bagi si pelaku. 
Penentuan kadar hukuman tidak ditentukan. Namun, dalam 
menentukannya juga harus melihat seberapa banyak kerugian yang 
ditimbulkan pelaku korupsi tersebut. Namun dilain pihak para ulama juga 
setuju bahwa Pelaku Korupsi selayaknya diberikan Hukuman Mati karna 
merupakan bentuk kedzhaliman yang dilakukan pejabat Negara yang tak 
memperdulikan kemaslahatan umat.
3. Korupsi tentunya banyak menimbulkan akibat. Dampak yang ditimbulkan 
sangatlah besar, yang dimana uang yang seharusnya digunakan untuk 
kepentingan rakyat malah digunakan untuk kepentingannya sendiri,
sehingga masyarakat merasa dirugikan. Tentunya, ini menyangkut moral 
dan perilaku bangsa ini yang sudah tidak mengetahui etika bernegara, 
jabatan yang sudah tinggi sudah membuat mereka lupa diri dan hanya 
mendahulukan nafsu sendiri. Olehnya itu katakan tidak untuk Korupsi, ini 
bisa dimulai dari jenjang Sekolah dasar dengan menjadikan korupsi 
sebagai mata pelajaran agar kelak anak cucu kita sudah mengetahui 
tentang bahaya Korupsi.
B. Implikasi Penelitian
      Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut, memberikan saran 
sebagai berikut :
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1. Peningkatan laju perkembangan korupsi harus kita hentikan bukan hanya 
pengaturan dalam undang – undang. Tapi, unsur agama juga harus 
berperan penting, sepertinya halnya memberikan pemahaman tentang 
korupsi menurut hukum Islam. Karna, hukum positif dan hukum Islam
sama-sama melarang keras adanya korupsi.
2. Pembelajaran dini tentang korupsi terhadap kaum muda harus dimulai
dari sekarang. Anak muda harus mengetahui betapa bahanya korupsi, 
betapa banyak dampak yang ditimbulkan korupsi. Olehnya itu Korupsi 
harus segera menjadi sebuah pelajaran dalam dunia pendidikan agar anak 
cucu kita tidak lagi terjerumus kedalamnnya. 
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